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PENETAPAN
Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Dg|

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan
oleh:

Hasan Bin Onteng, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 07 Januari 1968, agama
Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala

sebagai Pemohon |

Fenni Binti Gota, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 07 Januari 1966, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten
Donggala sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni
2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan

Nomor 468/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalii pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1980 Pemohon | dan Pemohon I

Melangsungkaan pernikahan menurut Agama Islam di wilaya hukum Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Propinsih Sulawesi

Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | Berstatus Jejaka dalam
usia 14tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 14tahun,
penikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nasab Pemohon Il yang benama

Gota dan yang menikahkan adalah Imam Desa enu bernama Onteng dan
dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing masing benama

Rajamula dan Mustarim dengan mahar sebanyak seperangkat Alat Sholat

3. Bahwa Antara pemohon | dan pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum
islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5orang anak yang
bernama : Herman, Edi Lina, Ida, Ikbal;

5. Bahwa selama pernkahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan pemohon | dan pemohon Il tersebut dan
selama itu pula pemohon | dan pemohon Il tetap bragam islam;

6. Bahwa sampai sekarang pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan Akta Nikah Karen P3N Kantor Urusan Kecamatan Sindue, Kabupaten
Donggala, Propinsih Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan
Pemohon | dan Pemohon I, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon |l

Membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan lainya ;

7. Bahwa para pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini
kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara
Pemohon | dan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 08 Juli 1980;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bersedia membayar biaya perkara ;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I ;

2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon | Dengan pemohon |l yang
dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsih Sulawesih Tengah ;

3. Menetapkann biaya perkara menurut hukum yang brlaku ;
SUBSIDAR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hukum berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat
terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam,
akan tetapi Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap pada permohonan

mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Para

Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon | dan Pemhon Il telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.
Surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Fenni dengan
Nomor : 7203104107680315, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi
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Tengah bertanggal 17 Januari 2018 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atas nama Hasan dengan Nomor : 7203100107660138, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 17 Januari 2018,, sesuai

aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.);

B.
Saksi:

1. Arifin bin Lamperisi, lahir Sinjai 21 Juni 1945, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Enu
Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il Karena saksi
kakak sepupu Pemohon Il, dan saksi hadir pada waktu Pemohon |

dan Pemohon Il menikah;

- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 08 Juli 1980,
di rumah orang tua Pemohon I, di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi
Tengah;

- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon | berstatus
jejaka dalam usia 14 tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam

usia 14 tahun;

- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah Ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Gota dan yang mengakadnikahkan
Imam desa setempat dengan dihadiri saksi nikah bernama Rajamula

dan Mustarim dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
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- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon I
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima

orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam

ataupun bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan isbat
nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya
karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

2. Kuntang bin Lamperisi, umur 70 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Enu Kecamatan
Sindue Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon Il Karena saksi
kakak sepupu Pemohon Il, dan saksi hadir pada waktu Pemohon |
dan Pemohon Il menikah;

- Bahwa mereka menikah secara Islam pada tanggal 08 Juli 1980,
di rumah orang tua Pemohon II, di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi
Tengah;

- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Pemohon | berstatus
jejaka dalam usia 14 tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam
usia 14 tahun;

- Bahwa pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah paman
kandung Pemohon Il yang bernama Gota dan yang mengakadnikahkan
Imam desa setempat dengan dihadiri saksi nikah bernama Rajamula

dan Mustarim dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;
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- Bahwa setahu saksi antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon I
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama lkbal ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam
ataupun bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan isbat
nikah karena butuh Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya

karena sampai sekarang mereka tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada pokoknya telah
mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah secara Islam pada
tanggal 08 Juli 1980, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat menikah,
Pemohon | berstatus jejaka dalam usia 14 tahun, dan Pemohon Il berstatus
Perawan dalam usia 12 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Gota dan yang
mengakadnikahkan petugas Imam desa setempat dengan dihadiri saksi nikah
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bernama Rajamula dan Mustarim dengan mas kawin berupa seperangkat alat
sholat. Antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,
pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan. Setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon Il hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama lkbal. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan selama
itu pula Pemohon | dan Pemohon |l tetap beragama Islam ataupun bercerai.
sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai Kutipan Akta
Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sindue, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang
berwenang, sementara saat ini para Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan
Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akte Nikah dan untuk kepentingan hukum
lainnya. Dengan dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon | dan Pemohon I
mengajukan isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan
hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.,
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dan Pemohon Il, yang
telah dimeterai cukup, berupa akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian
Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon | dan Pemohon Il
yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon |l berstatus jejaka dan
perawan, Pemohon | dan Il telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi
yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat
(1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut
dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, maka dalil Pemonon | dan Il yang menyatakan bahwa sewaktu
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menikah, Pemohon Il berstatus jejaka dan perawan patut dinyatakan telah
terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon | dan Pemohon II yang
menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka,
telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi
saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar
sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil
Pemonon | dan Il yang menyatakan telah menikah tanggal 08 Juli 1980 dengan
wali nikah paman Pemohon Il yang bernama Gota dan yang mengakadnikahkan
petugas imam desa setempat, dengan dihadiri saksi nikah bernama Rajamula dan
Mustarim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dinyatakan telah
terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan
mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan

menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah,
d. Dua orang saksi, e. ljab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.,
yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu
melangsungkan pernikahan belum cukup umur karena baru berusia 12 tahun
bagi Pemohon II, dan baru berumur 14 tahun bagi Pemohon | sehingga
keduanya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi hal tersebut telah
terjadi pada tahun 1980, sementara itu Para Pemohon telah hidup bersama dan
telah dikaruniai seorang anak, maka ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor
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1 Tahun 1974 tersebut dipandang tidak relevan lagi maka dikesampingkan lagi
pula antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan
ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18,
39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon
suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama

Islam dan peraturan perundangan-undangn yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan
para saksi bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan dengan
wali nikah paman Pemohon Il bernama Gota, yang akad nikahnya diwakilkan
kepada imam desa setempat, dan tidak ada keterangan saksi yang
menyatakan bahwa wali Pemohon Il ada halangan sebagai wali nikah, maka
dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon | dan

Pemohon Il telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah
didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang
dan 2 orang saksi yang bernama Rajamula dan Mustarim, dan berdasarkan
keterangaan saksi yang hadir dalam persidangan, bahwa pernikahan Pemohon
I dengan Pemohon Il telah dihadiri oleh banyak orang termasuk dua saksi yang
disebutkan dalam permohoan Para Pemohon tersebut. Dengan demikian,
perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan yakni adanya 2 orang

saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, seuai dengan dalil
permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon Il
yang diwakilkan kepada imam desa setempat dan qobul diucapkan sendiri oleh
Pemohon | telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling
menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan

ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata
pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il juga telah memenuhi
kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon | telah
membayar mahar berupa seperangkat alat sholat (vide dalil permohonan Para
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Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian
pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon | dan Pemohon II, telah memenuhi

ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon | dan Pemohon I
telah sesuai dengan syari‘at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas
hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena
telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo.
Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf () KHI dan sesuai
pula dengan dokrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin
Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

Joae gl 9 (WJogmi o alog i 9 aizio ;55 8lsol (sle TlSh saeal (85
Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan
Syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;
dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :
UL adsledl a8l Jasyg
rtinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomot 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (Hasan bin Onteng) dengan
Pemohon II (Fenni binti Gota) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli
1980, di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H.
Karmin, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH, lhsan, SHI,
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, pada hari itu juga yang dihadiri oleh anggiota Majelis tersebut
dibantu oleh Hj. Siiti Rabiyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota | Hakim Tunggal,
ttd ttd
Dra. Hj. St. Hasmah, MH Drs. H. Karmin, M.H.
Hakim Anggota Il
ttd
lhsan, SHI

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Siiti Rabiyah, S.HI.,
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Proses Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp
175.000,00

4. PNBP Panggilan Rp  10.000,00
5. Redaksi Rp  10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 281.000,00

( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Donggala, 27 Juni 2019
Plt. Panitera

Shiyamus Shidqi, SHI, MH
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